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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Gadai tanah harta pusaka tinggi di Nagari Sungai Nanam dilakukan 
setelah adanya kesepakatan dari mamak kepala waris dan anggota 
kaum lainnya, yang setelah ada kesepakatan dilakukan penawaran 
terhadap orang yang mampu menerima gadai tanah tersebut, tetapi 
diutamakan keluarga terdekat. Pengembalian tanah yang menjadi objek 
gadai tidak ada jangka waktu, tanah baru akan dikembalikan setelah 
pihak penggadai mampu membayar uang yang dipinjam dari pihak 
pnerima gadai. Sebelum tanah ditebus maka hak penggarapan atas 
tanah dipegang oleh sipenerima gadai tersebut. 
2. Pada masyarakat Nagari Sungai Nanam gadai tanah terhadap harta 
pusaka tinggi dapat dilakukan karena faktor 1) untuk biaya pernikahan 
anak perempuan yang sudah cukup berumur (dewasa), 2) untuk biaya 
pengobatan saudara yang sedang sakit. 
3. Pelaksanaan pengembalian tanah gadai dikembalikan menurut aturan 
adat setempat tanpa memtuhi aturan Undang-Undang No. 56/Prp/1960 
dan dapat dikethui bahwa Pelaksanaan Undang-Undang 
No.56/Prp/1960 di Nagari Sungai Nanam tidak efektif karena 
disebabkan oleh faktor 1) masyarakat Nagari Sungai Nanam masih 
menjunjung tinggi hukum adat setempat, 2) masyarakat Nagari Sungai 
  
Nanam tidak mengetahui adanya peraturan mengenai gadai tanah, 
kerena tidak ada penyuluhan hukum tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No.56/Prp/1960  yang dilakukan oleh pemerintah yang 
berwenang kepada masyarakat. 
B. Saran  
Berdasarkan pada uraian di atas maka saran yang dapat penulis 
kemukakan adalah: 
1. Untuk selanjutnya sebaiknya diadakan penyuluhan hukum di Nagari 
Sungai Nanam terutama tentang Gadai tanah karena sangat banyak 
sekali ditemukan praktik gadai tanah di Nagari Sungai Nanam tanpa 
mereka mengetahui adanya suatu peraturan yang jelas. 
2. Sebaiknya di Nagari Sungai Nanam menerapkan ketentuan hukum 
yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Presiden Republik Indonesia, 
meskipun pasa dasarnya gadai itu merupakan tolong-menolong. 
 
 
 
